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Abstrak

Pemekaran daerah telah menjadi kecenderungan hampir seluruh daerah di Indonesia. Sesuai dengan
amanat UUD 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu diharapkan mampu meningkatkan daya
saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan
serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama
ini, di dalam proses pemekaran daerah pada beberapa wilayah muncul beberapa isu yang menjadi
dasar justifikasi bagi pembentukan daerah baru tersebut. Isu yang salah tentang pemekaran daerah,
di antaranya; pertama, bahwa pemekaran tersebut akan memperpendek rentang kendali dan rantai
birokrasi pelayanan. Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk
mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan
+ bagi masyarakat. Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran daerah dapat dilihat
dalam dua makna yaitu makna rentang kendali dan makna rantai birokrasi. Makna rentang kendali dan
| rantai birokrasi itu sebagai dua hal yang berbeda; pertama, rentang kendali dan rantai birokrasi
sebagai lingkup struktur pada geografis tertentu; kedua, rentang kendali dan rantai birokrasi sebagai
lingkup struktur organisasi yang membentuk sebuah jejaring sistemik. Jika makna pertama yang
dimaksudkan maka benar jika pemekaran daerah akan lebih memperkecil lingkup geografis pelayanan
publik. Namun jika makna kedua yang dimaksudkan maka pemekaran daerah justru akan menciptakan

rentang kendali dan rantai birokrasi yang baru.
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I. PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pemekaran daerah saat ini telah menjadi trend politik lokal suatu daerah. Hal ini disebabkan
oleh fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara efesien dan
efektif, mengingat kondisi geografis. kompleksitas dan kelembagaan masyarakat, kemajemukan
struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntunan demokratisasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

Pemekaran adalah bagian dari proses implementasi desentralisasi yang memiliki berbagai
macam tujuan. Secara umum berbagai macam tujuan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam
H dua variabel penting yakni peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
-' dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan yang merupakan

peningkatan model demokrasi lokal (Eko Prasojo, dkk, 2006:2).
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